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ABSTRACT 

The purpose of this study is to provide empirical evidence on the effect of special autonomy funds 

(Otsus) and land and building taxes (PBB) on network capital expenditures (BMJ) in local 

governments in Aceh during 2015-2018 using multiple linear regression models. The data used is 

secondary data sourced from the financial reports of district and city governments that have been 

audited by external auditors. The results showed that the Special Autonomy Fund had a positive 

effect on BMJ, while PBB had no effect. These results prove that local governments in Aceh do not 

allocate PBB revenue to provide infrastructure that is beneficial to PBB payers, while the Special 

Autonomy Fund determines the amount of realization of BMJ in districts/cities in Aceh. 

 

Key words: Special Autonomy Fund, Otsus, Capital Expenditure, Land and Building Tax, Local 

Government, Budget Realization Report. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris tentang pengaruh dana otonomi khusus 

(Otsus) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap belanja modal jaringan (BMJ) pada 

pemerintah daerah di Aceh selama tahun 2015-2018 dengan menggunakan model regresi linier 

berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten dan kota yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Dana Otsus berpengaruh positif terhadap BMJ, sedangkan PBB tidak 

berpengaruh. Hasil ini membuktikan bahwa pemerintah daerah di Aceh tidak mengalokasikan 

pendapatan PBB untuk menyediakan infrastruktur yang bermanfaat bagi pembayar PBB, sementara 

Dana Otsus menentukan besaran realisasi BMJ pada kabupaten/kota di Aceh. 

 

Kata-kata kunci: Dana Otonomi Khusus, Otsus, Belanja Modal, Pajak Bumi dan Bangunan, 

Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pendahuluan 

Penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi merupakan bagian dari 

kewajiban pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial 

masyarakat (Abdullah & Halim, 2006). Pendanaan untuk pengadaan aset daerah ini dapat 

bersumber dari internal dan eksternal Pemda, namun hampir selalu dicantumkan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai belanja modal jaringan. Beberapa 

daerah memiliki kebijakan yang berbeda, terutama yang diperlakukan secara khusus, seperti 

Aceh, Papua dan Papua Barat. 
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Implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) di Aceh sejak tahun 2007 telah 

membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah secara asimetris di 

Indonesia, terutama berupa pemberian keistimewaan dalam bentuk transfer dana Otsus dan 

tambahan dana bagi hasil minyak dan gas (TDBH Migas), pengakuan zakat sebagai bagian 

dari PAD, dan pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai implikasi 

penerapan Syariat Islam. Aceh adalah salah satu dari empat provinsi yang mendapatkan 

kekhususan dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah secara khusus 

(Putra, 2014), namun sistem yang dianut dalam pengelolaan keuangan daerah tidak tidak 

berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

(PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang relevan. 

Salah satu keberhasilan pembangunan di Aceh adalah semakin baiknya infrastruktur 

jalan dan jaringan, yang cukup bagus sampai ke wilayah pedalaman. Kebijakan penggunaan 

dana Otsus diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, sehingga dibuat 

kebijakan untuk pembatasan untuk nilai minimal besaran anggaran yang diusulkan dalam 

kegiatan fisik pada pemerintah daerah di Aceh. Penggunaan Dana Otsus diprioritaskan untuk 

membiayai 7 (tujuh) sektor, yakni: (1) Infrastruktur; (2) Ekonomi; (3) Kemiskinan; (4) 

Pendidikan; (5) Sosial; (6) Kesehatan; dan (7) Keistimewaan Aceh. 

Pemerintahan provinsi Aceh telah menetapkan beberapa qanun terkait pengelolaan dana 

Otsus Aceh, yakni: (1) Qanun No. 2/2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana 

Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, yang kemudian 

direvisi dengan; (2) Qanun No. 2/2013; dan (3) Qanun Aceh No.10/2018. Secara teknis, 

perumusan qanun-qanun tersebut melibatkan perguruan tinggi dan tenaga ahli lain yang 

memahami kebutuhan dan persoalan yang ada di Aceh, terutama dalam konteks kekhususan 

dan penerapan syariat Islam di Aceh. 

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Qanun No. 2/2008 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana 

Otonomi Khusus, Pemerintah Aceh mendapat alokasi sebesar 40 persen, sedangkan 

pemerintah kabupaten dan kota sebesar 60 persen dalam bentuk pagu yang disusun oleh 

Pemerintah Provinsi. Setelah enam tahun pelaksanaan transfer Dana Otsus, pada tahun 2014 

pemerintah kabupaten dan kota di Aceh secara efektif memiliki kewenangan lebih besar dalam 

mengelola dana tersebut.  

Pemberlakuan Qanun No. 2/2013, yang merupakan revisi dari Qanun No. 2/2008, meski 

alokasi yang diterima kabupaten dan kota berubah dari 60 persen menjadi 40 persen, namun 

melalui mekanisme transfer Dana Otsus dari Pemerintah Provinsi memberi kesempatan lebih 

besar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sendiri dana tersebut. Kesempatan 

yang diberikan ini tentu akan diiringi dengan besarnya tuntutan bagi pemerintah daerah 

kabupaten dan kota agar dana ini bisa digunakan secara efektif dan mendatangkan manfaat 

bagi masyarakat. Efektivitas pengelolaan dana yang baik tentunya disertai dengan regulasi 

atau aturan-aturan yang jelas dan mengikat (PPKD, 2015). 

Teknis pengelolaan dana Otsus diatur dalam Qanun Aceh dengan pedoman 

pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh, yang mencakup perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Pemda kabupaten dan 

kota menyampaikan usulan tentang rencana penggunaan dana Otsus yang menjadi “jatah” 
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mereka pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Otsus di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.  

Usulan dari pemda kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari gubernur Aceh, 

sehingga terlebih dahulu harus dievaluasi oleh provinsi sebelum ditetapkan dalam anggaran 

pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Umumnya dana Otsus digunakan untuk membiayai 

pemerolehan aset tetap yang menjadi milik Pemda kabupaten/kota, yang selama ini tidak 

mampu dibangun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan PAD atau 

pendapatan transfer lainnya. Sebagian dialokasikan untuk peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia, seperti pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan (terutama untuk program 

pascasarjana dan spesialis untuk dokter). 

Pilihan sumber pendanaan untuk BMJ merupakan kebijakan pemerintah daerah, yang 

menyampaikan usulan kepada DPRD melalui proses penyusunan anggaran. Pembahasan 

tentang kebijakan anggaran pendapatan biasanya dikaitkan dengan kebijakan anggaran 

belanja, sehingga diskusi tentang peruntukan penerimaan dari pajak daerah menjadi sebuah 

keniscayaan. Badan anggaran (Banggar) di DPRD cenderung ingin mendapatkan kepastian 

bahwa anggaran daerah sudah berimbang. Artinya, semua belanja diyakini bisa ditutupi 

dengan pendapatan di tahun anggaran yang sama. Jika anggaran mengalami defisit, yakni 

ketika pendapatan tidak cukup untuk membayari semua belanja daerah, maka harus dapat 

dipastikan dari mana kekurangan itu akan ditutupi. Sumber dana untuk menutupi defisit 

biasanya dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD di 

posisi penerimaan pembiayaan daerah. 

 

Telaah Teori dan Hipotesis 

Teori Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus 

Desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk mengelola anggaran dan sumber penerimaan selain dana perimbangan 

secara otonom. Kewenangan dalam menggali potensi pendapatan yang ada di daerah di 

Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

memungut pajak dan retribusi daerah serta dapat menggunakannya sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu jenis pajak yang dipungut pada pemerintah 

daerah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).  

Otonomi khusus merupakan kebijakan yang memberikan keleluasaan lebih luas 

daripada sekedar desentralisasi fiskal, sehingga disebut juga asymmetric decentralization. 

Implikasinya adalah diberikannya alokasi dana transfer khusus dengan bentuk block grant, 

sehingga pemerintah daerah bisa mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain. 

Politik anggaran di daerah berstatus otonomi khusus memiliki dinamika berbeda disebabkan 

karakteristik daerah yang memang berbeda, seperti adanya partai politik lokal (Aceh), kepala 

daerah yang tidak dipilih tetapi ditetapkan oleh Presiden (DIY), atau adanya kewenangan 

DPRD Provinsi yang jauh lebih luas karena anggotanya tidak hanya berasal dari partai politik, 

tetapi juga dari luar partai politik (Papua dan Papua Barat). 
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Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

PBB-P2 merupakan pendapatan yang bersifat pungutan kepada wajib pajak pemilik 

tanah dan bangunan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pengelolaan pajak ini diserahkan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota, sehingga harus diatur dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala 

daerah untuk pelaksanaannya di lapangan. Prinsip desentralisasi fiskal menyatakan bahwa 

seumber penerimaan dari pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik terutama untuk penyediaan infratsruktur dan fasilitas lainnya. 

Kebijakan pemungutan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan konsep desentralisasi fiskal dan otonomi 

daerah di Indonesia, serta pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh 

Pmerintah. Kebijakan untuk pendapatan dan belanja daerah disepakati Bersama oleh DPRD 

dan kepala daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS), sebelum menjadi APBD yang ditetapkan dengan Perda 

(Abdullah, 2018). 

Penggunaan dana yang bersumber dari PBB-P2 secara implisit sejatinya menganut 

prinsip earmark, yakni penggunaan dana dari sumber tertentu untuk tujuan/proyek tertentu 

saja (Bird & Jun, 2005). Proses penetapan anggaran kemudian membuka peluang terlibatnya 

legislatur dalam penentuan alokasi sumberdaya melalui dana aspirasi (pork barrel), dengan 

tujuan untuk terpilih kembali dalam pemilihan umum berikutnya (Stratmann, 2013).  

Filosofi yang melandasi pemungutan pajak adalah manfaat yang diterima oleh 

pembayar pajak tidak dirasakan secara langsung pada saat membayar pajak. Pembayar pajak 

menikmati manfaat pajak secara tidak langsung, bahkan mungkin jauh setelah pajak 

dibayarkan, dengan kaitan antara pembayaran pajak dengan manfaat yang duterima sulit untuk 

ditelusuri. Di beberapa negara, keputusan pemungutan pajak diambil setelah ditentukan 

terlebih dahulu projects yang akan dibiayai dari pajak tersebut. Setelah pendanaan untuk 

projects tersebut dianggap cukup, maka pajak kemudian dicabut. 

 

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 

Dana Otsus berasal dari APBN dan diberikan kepada beberapa provinsi yang memiliki 

karakteristik tertentu, berbeda dengan provinsi lain. Ada tiga provinsi yang menerima dana 

Otsus, yakni Aceh, Papua, dan Papua Barat. Pengelolaan dana Otsus di Aceh diatur dengan 

Qanun Aceh, yakni peraturan daerah yang berlaku di Aceh yang secara substansial memuat 

mekanisme pengalokasian, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Otsus. Dinamika yang terjadi di lapangan 

membuat pengelolaan dana Otsus mengalami perubahan, khususnya dalam mekanisme teknis 

dan hubungan kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Aceh. 

Peraturan yang pertama sekali mengatur pengelolaan dana Otsus Aceh adalah Qanun 

Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil 

Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Qanun ini kemudian direvisi 

dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 (perubahan pertama), Qanun Aceh Nomor 10 

Tahun 2016 (perubahan kedua), dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 (perubahan ketiga). 

Adanya perubahan pengaturan ini memiliki implikasi terhadap pengelolaan keuangan daerah 
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sendiri, terutama terkait dengan kewenangan untuk kepemilikan dan penggunaan sisa 

anggaran yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran. 

Meskipun Aceh memiliki sarana infrastruktur yang cukup baik dibandingkan dengan 

daerah lain di Indonesia, namun kesenjangan antar kabupaten/kota dan akses jalan terhadap 

pusat-pusat ekonomi di perdesaan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi ke depan 

(Putra, 2014). Kebijakan keuangan daerah Aceh, terutama yang bersumber dari Dana Otsus 

dan TDBH Migas, diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi melalui melalui 

pengalokasian untuk infrastruktur secara terintegrasi, namun faktanya Aceh masih menjadi 

daerah termiskin kedua se Sumatera. 

Beberapa bidang utama seperti infrastruktur dan pendidikan mendapatkan alokasi yang 

cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Hasil Kajian Bappeda Aceh (2015) terkait 

dengan pengelolaan Dana Otsus Aceh menunjukkan bahwa: 

a. Sektor infrastruktur mendapat alokasi terbesar sejak tahun 2008, terhitung sebesar Rp13,7 

Triliun hingga tahun 2015; 

b. Alokasi infrastruktur tercatat rata-rata sebesar 36% setiap tahun, yang mencerminkan 

prioritas pembangunan Aceh selain bidang pendidikan;  

c. Total alokasi untuk bidang Infrastruktur dan Pendidikan mencapai 50% dari keseluruhan 

alokasi Otsus tahun 2015; dan  

d. Porsi alokasi untuk bidang ekonomi dan pengentasan kemiskinan mencapai 34% dari 

keseluruhan alokasi dana Otsus.  

 

Belanja Modal Jaringan 

Pemerintah daerah memiliki aset tetap yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan 

operasional pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public). 

Pemerolehan asset tetap terutama berasal dari realisasi atas anggaran belanja modal, termasuk 

untuk aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Anggaran belanja modal disepakati oleh 

eksekutif dan legislative dalam peraturan daerah tentang APBD sebagai bentuk komitmen 

untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdullah, 2012). 

Kesepakatan tersebut dibuat sebelum anggaran tahun berkenaan dimulai. 

Alokasi anggaran untuk BMJ selalu menjadi salah satu fokus dalam pembahasan 

anggaran parlemen karena terkait isu politik dan investasi besar yang berakibat pada anggaran 

berkelanjutan untuk operasional dan perawatan aset tetap. Dari aspek politik, anggaran 

infrastruktur dapat digunakan untuk mencapai tujuan pencitraan (popularity) bagi politisi, 

terutama kepala daerah, agar terpilih kembali pada periode berikutnya. Bagi politisi di 

parlemen (DPRD), bisa menjadi bukti untuk memenuhi janji pada saat kampanye dalam 

pemilihan umum legistaif sebelumnya. Di sisi lain, penambahan infrastruktur akan 

menimbulkan biaya perawatan yang membebani anggaran daerah dalam jangka panjang. 

Belanja modal jaringan (BMJ) dianggarkan dalam APBD murni (yang ditetapkan 

sebelum tahun anggaran berkenaan dilaksanakan atau paling lambat tanggal 31 Desember 

2020). Pelaksanaan kegiatan untuk merealisasikan anggaran BMJ dilaksanakan oleh SKPD 

yang menhasilkan output berupa aset tetap. 
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Pengaruh PBB terhadap Belanja Modal Jaringan 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PB2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip desentralisasi fiskal. Kebijakan 

PB2-P2 ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk peraturan daerah, 

khususnya untuk penerimaannya sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD), sebagai 

sebuah pajak, maka pembayar PBB tidak mendapat pelayanan secara langsung dari 

pemerintah daerah pada saat membayar pajaknya artinya manfaat yang diterima oleh 

pembayar pajak bersifat tidak langsung berupa pelayanan dan/atau penyediaan sarana dan 

prasarana. 

Berdasarkan regulasi, pembayar PB2P2 adalah individu yang memiliki tanah (bumi) 

dan bangunan. Pemilik bumi dan bangunan, atau wajib pajak (WP) PB2P2, seharusnya 

menerima manfaat yang berhubungan dengan kepemilikan mereka atas bumi dan bangunan 

tersebut. Artinya, pemerintah daerah seharusnya memberikan pelayanan atau menyediakan 

fasilitas yang berkaitan dengan kebermanfaatan bumi dan bangunan tersebut. Sebagai contoh 

Pemda menyedia jalan, jembatan, saluran pembuangan (drainase), rambu-rambu, penerangan 

jalan, kebersihan, dan keamanan. Semakin baik fasilitas yang disediakan oleh Pemda, maka 

nilai tanah dan bangunan milik masyarakat juga akan semakin naik, sehingga Pemda dapat 

melakukan penyesuaian terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) di wilayah tersebut. 

Penyediaan pelayanan dan fasilitas oleh Pemda diawali dari perencanaan pembangunan 

dan penganggaran, dimana dalam proses ini direncanakan target kinerja dan alokasi 

sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja tersebut. Penyediaan fasilitas 

biasanya identik dengan pemerolehan aset tetap, yang diperoleh setelah merealisasikan 

anggaran belanja modal. Belanja modal dalam anggaran daerah meliputi belanja modal tanah, 

peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan 

jaringan, dan belanja modal aset lainnya (Abdullah, 2018). 

Kebijakan anggaran pemerintah daerah mengharuskan adanya sumber pendanaan untuk 

setiap belanja yang diprioritaskan. Secara implisit hal ini menunjukkan adanya prinsip 

pengikatan belanja ke sumber penerimaan atau pendapatannya (earmark) oleh Pemda secara 

mandiri dalam APBD. Artinya, sebuah belanja yang direncanakan akan direalisasikan 

disesuaikan dengan progress realisasi penerimaan yang dikaitkan dengan belanja tersebut. Di 

sisi lain, sesuai dengan prinsip pajak daerah, maka penggunaan pajak ke dalam belanja harus 

lah memiliki implikasi berupa manfaat kepada pembayar pajak, sehingga dapat dipahami 

bahwa penerimaan daerah dari PBB dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur berupa 

jalan, jembatan, dan jaringan. 

Kebijakan terkait belanja daerah yang akan dibiayai dengan pendapatan pajak daerah 

seharusnya sejalan dengan filosofi pajak daerah, yakni memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat atas pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Artinya, pendapatan 

yang diterima dari PBB semestinya digunakan untuk memberikan pelayanan dan 

fasilitas/infrastruktur yang dapat dinikmati oleh pembayar PBB. Pengalokasian pajak daerah 

ke dalam belanja daerah dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang melibatkan DPRD 

(Abdullah, 2012; Junita & Abdullah, 2018). Berdasarkan pemahaman ini, maka hipotesis 

pertama dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H1: Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan  
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Pengaruh Dana Otsus terhadap Belanja Modal Jaringan 

Sebagian besar dana Otsus digunakan untuk membiayai penyediaan infrastruktur dan 

fasilitas pelayanan publik (PECAPP, 2015). Hal ini secara eksplisit juga dinyatakan dalam 

UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa penggunaan dana Otsus diutamakan 

untuk mengejar ketertinggalan Aceh dari daerah lain sebagai akibat adanya konflik 

berkepanjangan yang menyebabkan Aceh tidak dapat melaksanakan proses pembangunan 

secara wajar. Pengelolaan keuangan di Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi 

khusus memberikan dampak positif demi peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk 

mencapai kesejahtraan (Putra, 2014). 

Berdasarkan UU No. 11/2006, Aceh diberi hak untuk mendapatkan tambahan dana 

pembangunan dari Pemerintah melalui dana Otsus dan dan tambahan dana bagi hasil minyak 

bumi dan gas alam (TDBH Migas). Penerimaan Aceh dari dana Otsus adalah sebesar 2% (dua 

persen) dari pagu Dana Alokasi Umum secara nasional untuk selama 15 tahun pertama (sejak 

tahun 2008 sampai tahun 2022) dan sebanyak 1% (satu persen) dari untuk lima tahun terakhir 

(mulai tahun 2023 sampai 2028), selama 20 (dua puluh tahun) pelaksanaan Otsus Aceh.  

Pengalokasian dana Otsus kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh didasarkan pada 

formula yang disusun oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dan ditetapkan 

dengan Qanun Aceh. Bentuk atau pola transfer dari Pemerintah Aceh ke pemerintah 

kabupaten/kota ditetapkan dengan qanun tersebut, sehingga memberikan implikasi berbeda 

terhadap penganggaran, terutama di pemerintah kabupaten/kota. Pada periode pertama, 

berdasarkan Qanun Aceh No. 2/2008, Pemerintah Aceh mengelola sebesar 40% dan 

kabupaten/kota sisanya. Pada periode kedua, berdasarkan Qanun Aceh No. 2/2010, 

Pemerintah Aceh mengelola sebesar 60% dan kabupaten/kota sisanya, namun dengan 

menggunakan mekanisme transfer langsung ke rekening kas pemerintah daerah 

kabupaten/kota. 

Kebijakan untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh dalam penggunaan dana Otsus mendorong pemerintah 

daerah kabupaten/kota untuk mengusulkan proyek fisik yang nilainya besar. Hal ini sejalan 

dengan kebijakan penggunaan dana Otsus sendiri yang ditetapkan dalam qanun, terakhir 

mengatur tentang keharusan untuk besaran nilai proyek minimal Rp500.000.000 (lima ratus 

juta rupiah). Pada saat alokasi dana Otsus dicantumkan dalam APBK, maka besaran alokasi 

untuk belanja modal, terutama untuk BMJ, akan semakin meningkat. Artinya, semakin besar 

alokasi dana Otsus untuk kabupaten/kota, maka akan semakin ebsar alokasi untuk BMJ di 

daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, hipotesis kedua dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H2: Dana Otsus berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan 

 

METODE PENELITIAN 

Data dan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 

laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI, sebanyak 92 (sembilan 

puluh dua), yakni LKPD pemda 23 (dua puluh tiga) kabupaten dan kota di Aceh selama 4 

(empat) tahun, yakni mulai 2015 sampai 2018.  
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Operasionalisasi Variabel 

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah Belanja Modal 

Jaringan (BMJ), yakni alokasi anggaran dalam APBD yang digunakan untuk mendanai 

pemerolehan aset tetap daerah berupa jalan, jembatan, jaringan seperti irigasi dan drainase. 

Variable BMJ diukur dengan menggunakan data realisasi BMJ yang tercantum dalam laporan 

realisasi anggaran (LRA). 

Variabel bebas (independent variables) dalam penelitian ini terdiri dari: pertama, Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2), yakni pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah berdasarkan UU No.28/2009 yang dengan objek tanah dan bangunan yang 

dimiliki oleh masyarakat di perdesaan dan perkotaan. Pengukuran variabel ini menggunakan 

besaran realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari PBB Perdesaan dan 

Perkotaan yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran auditan. Kedua, Dana Otsus, yakni 

transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Aceh melalui Pemerintah Aceh 

sebesar 2% dari penerimaan dalam negeri di APBN. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

besaran angka alokasi dana Otsus yang ditransfer oleh Pemerintah Aceh ke kabupaten dan 

kota di Aceh dengan menggunakan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. 

 

Model Penelitian 

Model regresi dalam penelitian ini dapat dituliskan seperti berikut: 

BMJ = a + b1PBB + b2OTS + e, 

dengan BMJ = Belanja Modal Jaringan, a = konstanta, b1-2 = koefisien regresi, PBB = Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, OTS = Dana Otsus kabupaten/kota, dan e = error 

terms. 

 

HASIL, PEMBAHASAN DAN DISKUSI 

Statistik Deskriptif 

Jumlah observasi dalam penelitian adalah 92 observasi, yakni data untuk 23 kabupaten 

dan kota di Aceh selama 4 tahun (2015-2018). Tabel 1 berikut ini menyajikan deskripsi 

statistik untuk data yang diolah. 

Tabel 1. Statististik Deskriptif 

Nama 

Variablel 
 Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar 

BMJ  25.491.239.000 370.354.529.231 150.938.534.008  65.823.528.313 

PBB  93.540.524 5.511.549.784 1.480.175.136 1.492.741.081 

OTS  10.694.632.531 246.442.550.961 123.202.901.333 39.304.319.489 

Sumber: Data penelitian (diolah), 2020. 

 

Rata-rata nilai BMJ (Belanja Modal Jaringan) adalah sebesar Rp150.938.534.008 

menunjukkan betapa pentingnya belanja modal ini dalam anggaran pemerintah daerah di 

Aceh. Namun, rata-rata penerimaan daerah yang bersasal dari PBB hanya sebesar 

Rp1.480.175.136, relative lebih kecil disbanding besaran rata-rata BMJ. Rata-rata alokasi 

untuk Dana Otsus yang diberikan oleh Pemerintah Aceh adalah sebesar Rp123.202.901.333, 

menunjukkan angka yang sangat besar bagi pemerintah daerah kabupaten di Aceh. 



 
Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) Volume 4 Nomor 1 (2020) 

 

 

33 Syukriy Abdullah, Endra Gunawan, & Syukur Selamat Karo-karo: Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan ….. 

Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis 

Hasil pengolahan data menghasilkan persamaan regresi, koefisien determinasi, dan 

signifikansi disajikan pada Tabel 2 berikut.  

Tabel 2. Hasi Regresi Linier Berganda 

BMJ = 78936788505,302 – 4,556 PBB + 0,639OTS + e 

t-value 3,554 -1,062 3,924  

Sig. value 0,001* 0,291 0,000*  

R = 0,399      R2 = 0,159     Adj. R2 = 0,140 

F-value  =  8,437 Sig. =  0,000 

*Signifikan pada α = 5%. 

 

Model regresi yang diperoleh memiliki nilai F sebesar 8,437 dengan nilai Sig. sebesar 

0,000. Artinya, model persamaan regresi ini dapat dapat digunakan untuk memprediksi 

perubahan nilai BMJ dengan menggunakan dua prediktor, yakni PBB dan Otsus. Berdasarkan 

nilai koefisien determinasi (R2) yang didapat, yakni sebesar 0,159, dapat disimpulkan bahwa 

sebesar 15,90 perubahan dalam variabel BMJ dapat dijelaskan oleh model ini.    

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa H2: PBB berpengaruh terhadap 

Belanja Modal Jaringan ditolak karena hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara 

statistik besaran pengaruh PBB tidak signifikan terhadap BMJ. Koefisien regresi variabel PBB 

sebesar -4.556 (bertanda negatif) tidak cukup berarti untuk memberi pengaruh kepada variabel 

BMJ karena nilai siginifikansinya lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,291. Oleh karena itu, 

prediksi bahwa PBB dapat mempengaruhi BMJ tidak terbukti. 

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa H2: Dana Otsus berpengaruh terhadap 

Belanja Modal Jaringan tidak dapat ditolak. Hasil pengolahan data memberikan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel Dana Otsus dan nilai koefisien regresi variabel Dana 

Otsus sebesar 0,639 memiliki makna bahwa variabel Dana Otsus berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel BMJ. Hasil ini sejalan dengan temuan Jumiati, et al. (2019) 

bahwa Dana Otsus berpengaruh terhadap belanja modal.  

Pengalokasian Dana Otsus ke dalam pembangunan fisik berupa jalan, irigasi, dan 

jaringan, termasuk untuk pembangunan jembatan (beton dan baja) memang sangat umum dan 

sesuai dengan tuntutan masyarakat di kabupaten/kota di Aceh. Kondisi jalan di Aceh relatif 

bagus dikarenakan pengalokasian Otsus untuk pembangunan infrastruktur sangat membantu 

pemerintah daerah kabupaten/kota, namun ternyata memiliki pengaruh terhadap besaran BMJ 

yang didanai dari pendapatan umum Pemda kabupaten/kota. 

 

Pembahasan 

Penggunaan Dana dari PBB untuk BMJ 

Pengaruh PBB terhadap BMJ yang tidak cukup berarti (signifikan) memberikan bukti 

tentang tidak digunakannya komponen PAD ini untuk membiayai penyediaan aset tetap 

berupa jalan, irigasi dan jaringan. Hal ini melahirkan beberapa dugaan, diantaranya: pertama, 

ada sumber pendanaan lain yang lebih penting, seperti pajak daerah lainnya, dana alokasi  

umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).  
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Kedua, adanya efek flypaper. Artinya, pemerintah daerah lebih suka membiayai 

infrastruktur dengan penerimaan yang mudah didapat (given), terutama dalam bentuk transfer 

atau grants dari pemerintah pusat. Kecenderungan di pemerintahan daerah kabupaten/kota 

adalah menggunakan sumberdaya dari luar untuk proyek-proyek yang nilainya besar dan 

berdampak kepada masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan 

sendiri yang bersumber dari PAD lebih sering digunakan untuk proyek fisik yang nilainya 

relatif kecil. 

Ketiga, pemerintah daerah tidak mau terikat dengan penentuan penggunaan dana yang 

bersumber dari PBB ini. Hal ini untuk mempermudah proses penyusunan APBD, terutama 

dalam memenuhi kewajiban tertentu, seperti alokasi untuk Pendidikan yang harus mencapai 

20 persen dari total belanja daerah (Abdullah, et al., 2020). 

Terakhir, jumlah realisasi PBB relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan lain, 

seperti dana bagi hasil (DBH), DAU dan DAK, bahkan jauh lebih kecil dibanding dana Otsus. 

Hal ini mengecilkan kontribusi PBB terhadap belanja modal yang relevan, bahkan sering luput 

dari perhatian anggota DPRD untuk dijadikan sumber pendanaan bagi pork barrel projects 

mereka. Penggunaan prinsip earmark dapat diimplementasikan dengan membuat kebijakan 

anggaran dengan memberikan label pada dana yang bersumber dari pendapatan PBB ini. 

 

Penggunaan Dana Otsus untuk BMJ 

Temuan bahwa Dana Otsus berpengaruh terhadap BMJ dapat disebabkan oleh beberapa 

hal. Pertama, fenomena flypaper effect, yakni Pemda kabupaten/kota mengusulkan 

penggunaan Dana Otsus untuk membiayai BMJ yang membutuhkan dana besar. Temuan ini 

sejalan dengan hasil penelitian Abdullah & Halim (2003) yang menggunakan data Pemda di 

Jawa dan Bali, Sasana (2010) dengan data provinsi se-Indonesia, dan Subadriyah & Hidayat 

(2018) dengan data Pemda kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.  

Kedua, pencarian rente (rent-seeking). Fenomena pencarian rente oleh para pembuat 

keputusan (pejabat daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota) yang bekerjasama 

dengan pihak ketiga (kontraktor/pemborong) sangat umum terjadi. Sinyalemen tentang hal ini 

dilontarkan oleh beberapa peneliti, pengamat dan pejabat negara, seperti Dewi, et al. (2018), 

yang menemukan bahwa kebijakan penggunaan dana Otsus belum mampu mengentaskan 

kemiskinan di Aceh. Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Rizal Ramli, juga 

berpandangan sama, yakni Dana Otsus menjadi bancaan elite politik dan pejabat Aceh. 

Menurutnya, pejabat di Aceh yang bermain proyek hibah, yang sebenarnya banyak 

diperuntukkan bagi masyarakat miskin. 

Temuan penelitian Maulana, et al. (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana 

Otonomi Khusus Aceh belum memenuhi prinsip negara kesejahteraan, karena pembagiannya 

lebih besar untuk provinsi daripada kabupaten/kota. Selain itu, mekanisme pengawasan yang 

digunakan terhadap pemanfaatan Dana Otsus belum menjamin terpenuhinya asas 

kemanfaatan, serta belum dibentuk satuan kerja khusus berdasarkan peraturan Gubernur 

Aceh. Peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh yang dimungkinkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengawasan eksternal juga belum ada, kecuali 

yang dilakukan oleh BPK RI, yakni pemeriksaan dengan tujuan tertentu, bukan pemeriksaan 

yang bersifat regular atau rutin. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendapatan yang bersumber dari PBB tidak 

berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal Jaringan (BMJ), sedangkan Dana Otsus 

berpengaruh positif (signifikan pada level 5 persen). Hasil ini menunjukkan bahwa Pemda 

tidak mengalokasikan pendapatan dari pembayaran pajak oleh pemilik tanah dan bangunan 

untuk menyediakan infrastruktur (jalan, jembatan, dan jaringan) yang bermanfaat bagi 

mereka, sedangkan Dana Otsus memiliki pengaruh terhadap besaran BMJ. Adanya pengaruh 

Dana Otsus ini menunjukkan bahwa pada saat Pemda menerima transfer dari Pemerintah 

Aceh, maka cenderung digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan (flypaper 

effect). 

 

Rekomendasi  

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 

a. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang pengalokasian dana yang diperoleh dari 

PBB untuk melahirkan kebijakan yang berimplikasi pada peningkatan pelayanan atau 

penyediaan sarana/fasilitas kepada pembayar pajak bumi dan bangunan.  

b. Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Otsus harus dilakukan secara menyeluruh. Hasil 

kajian PPKD (2015) secara umum menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam 

pengaturan pengelolaan Dana Otsus tersebut, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban yang tidak akuntabel dan transparan.  
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